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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses sosialisasi 
penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala desa, memaparkan 
persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa, mengetahui dan menganalisis 
persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala 
desa, dan menemukan kendala dan memaparkan solusi dalam penyelenggaraan 
pesta demokrasi pemilihan kepala desa di Desa Gumpang. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini 
dilakukan di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis sosiologi. Hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada penyelenggaraan pilkades di Desa 
Gumpang diawali dengan sosialisasi pengumuman akan adanya Pilkades Desa 
Gumpang. Persyaratan pemilihan kepala desa di Desa Gumpang mengacu pada 
Perda No 10 Tahun 2015 dan Perbub No 22 tahun 2016 dan ketentuan yang 
ditambahkan oleh panitia adalah adanya persyaratan bahwa bakal calon harus 
sudah berdomisili di Desa Gumpang. Pandangan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di Desa Gumpang 
ditanggapi dengan pandangan positif dan negatif. Tanggapan negatif dari 
pemilihan kepala desa rata-rata berasal dari kelompok-kelompok masyarakat yang 
calon kepala desanya kalah yang menganggap bahwa proses pilkades telah terjadi 
kecurangan sehingga calon kepala desanya mengalami kekalahan. Pandangan 
positifnya adalah pengalaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemilihan 
kepala desa telah meningkat. Penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang mulai 
dari proses persiapan, pendaftaran, pelaksanaan, dan pengumuman pemenang 
pilkades tidak mengalami kendala. Hal ini didukung dengan tetap terjaganya 
kondisi masyarakat Desa Gumpang yang tetap dalam situasi kondusif. 
 
Kata Kunci: pemilihan kepala desa, demokrasi, Desa Gumpang 
 
Abstract 
This study aims to find out and analyze the process of socialization of the 
democratic party of the election of the village head, Describes the requirements to 
become a Village Head Candidate, to know and analyze people's perceptions of 
the democracy party of the election of the village head, And find obstacles and 
explain the solution in organizing the party democracy of village head election in 
Gumpang village. This type of research is qualitative research with empirical 
juridical approach. This research was conducted in Gumpang Village, Kartasura 
District, Sukoharjo Regency. Data collection is done through interview, 
observation, and documentation. Data analysis method used is sociology analysis 
method. The results of this study can be concluded that the election of village 
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heads in Gumpang village begins with the socialization of the announcement of 
the election of the head of Gumpang Village. The election requirement of village 
head in Gumpang village refers to Regulation No. 10 of 2015 and Regent 
Regulation No. 22 of 2016 and provisions added by the committee is a 
requirement that prospective candidates must already be domiciled in Gumpang 
Village. The society's view of the election of village head election democracy 
party in Gumpang village was responded with positive and negative views. The 
negative response from the village head election on average came from 
community groups whose candidate head of village lost that considers that the 
process of pilkades has been fraudulent so that candidate head of village lost.. 
The positive outlook is that people's experience and awareness of village head 
elections has increased. Implementation of village head election in Gumpang 
Village starting from preparation process, registration, execution, and 
announcement of winner of village head election do not experience obstacle. This 
is supported by the maintenance of the condition of the people of Gumpang 
Village who remain in a conducive situation. 
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1. PENDAHULUAN 
Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem 
demokrasi yang dianut Negara Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Sistem 
Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia didasarkan oleh nilai-nilai 
yang terdapat dalam budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam pemerintahan 
tradisional di berbagai daerah di Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan 
tahun lalu. Pemerintahan tradisional itu sudah ada sebelum bangsa Indonesia 
merdeka dengan corak pemerintahan yang beranekaragam sesuai dengan sejarah 
dan adat istiadat setempat. Menurut Sunarjo dalam Kurniawan (2009:1), 
menyatakan beberapa bentuk pemerintahan yang bersifat tradisional yang ada di 
Indonesia, dapat terlihat di beberapa daerah di Indonesia dengan beberapa sebutan 
yakni Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Sumatera Barat, Marga Di Palembang, 
Pananian di Tana Toraja, Tumenggungan dan lain-lain. 
Pemilu merupakan salah satu bentuk nyata dalam pelaksanaan negara 
demokrasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sarbaini (2015:112): 
“Bagi Negara demokrasi modern, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan 
mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara 
dan pembentukan pemerintahan. Mengaitkan pemilu dengan demokrasi 
sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan yang sederhana, 
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ada yang mengatakan bahwa Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara 
yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi 
diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, maka cara 
rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan melalui pemilu.” 
 
Sarbaini dalam uraian di atas, menyatakan bahwa pemilu merupakan 
mekanisme utama dalam tahapan penyelenggaraan dan pembentukan 
pemerintahan. Keterkaitan antara pemilu dengan demokrasi terletak pada 
positioning masyarakat sebagai subyek, pelaksana, dan sasaran pemerintahan. 
Subyek, pelaksana, dan sasaran pemerintahan dikembangkan dari makna bahwa 
Negara demokrasi adalah Negara yang penyelenggaraan pemerintahannya adalah 
dari, oleh dan untuk rakyat. 
Dalam mewujudkan kemandirian politik di tingkat lokal dalam 
mewujudkan otonomi di tingkat desa salah satu yang telah diatur oleh pemerintah 
adalah pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung dengan di 
keluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor 72 tahun 
2005 tentang desa. Pemilihan kepala desa langsung merupakan salah satu praktek 
demokrasi di pedesaan. Dalam pemilihan kepala desa ini rakyat memilih secara 
langsung calon yang dianggap mampu memimpin desanya dengan persyaratan 
yang diatur oleh masyarakat desa tersebut. 
Permasalahan pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal, sering terjadi 
gesekan dan pertikaian antar pendukung para calon, adanya kasus money politic, 
menjadi bahan taruhan sehingga ada upaya provokasi yang merusak kehidupan 
masyarakat desa. Kondisi di desa Gumpang juga terjadi kerawananan kejadian 
gesekan dan pertikaian antar pendukung para calon, dugaan adanya kasus money 
politic, munculnya botoh-botoh yang melakukan taruhan atas kemenangan calon 
yang dijagokan. Desa Gumpang merupakan desa yang memiliki dinamika sosial 
unik, karena desa Gumpang merupakan desa tujuan urban. Di desa Gumpang 
terdapat perusahaan besar skala internasional yang menyerap tenaga kerja dari 
berbagai daerah di wilayah Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, 
Wonogiri, Sragen dan Klaten). Dinamika masyarakat di desa Gumpang cukup 
tinggi, dan Desa Gumpang juga menjadi wilayah tujuan kedatangan mahasiswa 
yang memerlukan tempat tinggal sementara. Hal ini disebabkan di area Desa 
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Gumpang kurang lebih 5 km terdapat Perguruan Tinggi Swasta. Selain 
mahasiswa, Desa Gumpang juga menjadi daerah tujuan permukiman bagi tenaga 
akademis perguruan tinggi tersebut. Keberadaan perguruan tinggi dengan 
mahasiswa dan tenaga akademis dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, turut 
memberikan dinamika sosial terhadap norma yang berkembang di Desa 
Gumpang.  
Sebagaimana uraian di atas, maka peneliti tertarik sekali untuk 
menyelidiki pesta demokrasi pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 
Desember tahun 2016 yang akan datang. Peneliti memberikan judul penelitian ini, 
“PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA YANG DEMOKRATIS 
(Studi Kasus di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo 
tahun 2016)”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis 
proses sosialisasi penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di Desa 
Gumpang, 2) Memaparkan persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa di Desa 
Gumpang, 3) Mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di Desa Gumpang, dan 
4) Menemukan kendala dan memaparkan solusi dalam penyelenggaraan pesta 
demokrasi pemilihan kepala desa di Desa Gumpang. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk 
mendiskripsikan tentang proses demokrasi dan partisipasi politik masyarakat 
dalam pilkades serta potensi konflik yang terjadi, mulai dari proses penetapan 
calon kepala desa, masa kampaye dan proses pemilihan serta penetapan pemenang 
pilkades di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo agar 
penelitian ini lebih akurat dan penjabarannya lebih detil.   
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, 
yaitu menurut Soemitro (1990: 106) adalah suatu penelitian yang menekankan 
pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah 
hukum/ norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. 
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Penelitian ini dilakukan di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017. 
Narasumber yang dipilih adalah individu anggota masyarakat Desa Gumpang dan 
pejabat kelurahan dan anggota panitia penyelenggara pemilihan kepala desa di 
Desa Gumpang. 
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
sosiologi. Subadi (2009: 1) menyatakan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan 
sosial yang objeknya adalah masyarakat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan 
yang berdiri sendiri sebab telah memenuhi segenap unsur ilmu pengetahuan. 
Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 
terkumpul, akan dipergunakan metode analisis empiris-kualitatif. Peneliti 
menggunakan teknik triangulasi data dan metode untuk melakukan keabsahan 
data. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Proses Sosialisasi Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala 
Desa di Desa Gumpang 
Pada penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang diawali dengan 
sosialisasi pengumuman akan adanya Pilkades Desa Gumpang. Pada kegiatan 
sosialisasi tersebut juga menginformasikan tentang waktu pendaftaran dan seleksi, 
tempat pendaftaran dan seleksi, serta persyaratan-persyaratan yang harus 
dilengkapi dalam pendaftaran calon kepala desa. Sosialisasi juga dilakukan 
dengan pemasangan pengumuman di tempat-tempat umum dan membuat 
selebaran-selebaran yang diedarkan dalam forum-forum tingkat RT dan juga RW.  
Panitia Pilkades melakukan sosialisasi guna menyamakan persepsi dan 
memantapkan pemahaman kepada peserta tentang peraturan yang mengatur 
pelaksanaan Pilkades secara e-vooting, sehingga terhindar dari kesalahan dalam 
pengambilan keputusan. Sosialisasi Pilkades ini bertujuan agar peserta memiliki 
bekal pengetahuan yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-
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masing sehingga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan proses Pilkades 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari 
Natakusuma (2015) yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Sungai Raya 
Dalam secara keseluruhan belum dapat memahami akan pentingnya keikutsertaan 
dalam pelaksanaan Pilkades serta sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah 
Desa dan Perangkat Desa belum dapat mencakup pada seluruh lapisan masyarakat 
sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi secara 
jelas mengenai Pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan. Selain itu ruang 
lingkup yang dilaksanakan untuk pemilihan hanya dilakukan di sekitar desa dan 
kurangnya hubungan sosial antar calon kades dengan Masyarakat Desa setempat 
membuat masyarakat mengurungkan niat untuk mengikuti proses Pemilihan 
Kepala Desa. 
Sosialisasi pilkades Desa Gumpang tidak hanya dilakukan oleh panitia 
pilkades Desa Gumpang, namun bakal calon kepala desa juga telah melakukan 
sosialisasi politik. Proses sosialisasi bakal calon kepala desa ini ternyata 
bertentangan dengan hasil penelitian dari Gosango (2013) yang menyimpulkan 
bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon kepala desa 
membuat masyarakat desa Mamuya tidak mengenal dengan baik calon-calon 
kepala desa yang akan mereka pilih.  
Pada umumnya, pelaksanaan sosialisasi politik yang dilakukan oleh para 
bakal calon kepala desa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum 
penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang 
seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik teror dan politik 
uang. Pada umumnya para calon kepala desa memiliki jaringan kekeluargaan yang 
sangat kuat, solid dan kompak serta bagi yang memiliki modal uang besar, paling 
memiliki potensi besar pula untuk memenangkan pemilihan kepala desa. Para 
bakal calon biasanya orang yang kuat secara politik dan ekonomi di desanya. 
3.2 Persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa di Desa Gumpang 
Persyaratan pemilihan kepala desa di Desa Gumpang mengacu pada Perda 
No 10 Tahun 2015 dan Perbub No 22 tahun 2016. Panitia Pilkades Desa 
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Gumpang juga membuat pengumuman persyaratan yang harus dipenuhi bagi 
warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon 
Kepala Desa dalam Pengumuman Nomor 02.SK/PanPilKaDes/X/2016.  
Mengacu pada UU No. 6 tahun 2014, persyaratan pemilihan kepala desa 
yang harus dipenuhi adalah warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; berpendidikan paling rendah tamat sekolah 
menengah pertama atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun 
pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; terdaftar sebagai 
penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun 
sebelum pendaftaran; tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; tidak 
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) 
tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur 
dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan 
sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
berbadan sehat; tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 
jabatan; dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. Ketentuan yang 
ditambahkan oleh panitia adalah adanya persyaratan bahwa bakal calon harus 
sudah berdomisili di desa Gumpang. 
 
3.3 Pandangan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pesta Demokrasi 
Pemilihan Kepala Desa di Desa Gumpang 
Pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi 
pemilihan kepala desa di Desa Gumpang ditanggapi dengan pandangan positif dan 
negatif. Tanggapan negatif dari pemilihan kepala desa rata-rata berasal dari 
kelompok-kelompok masyarakat yang calon kepala desanya kalah yang 
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menganggap bahwa proses pilkades telah terjadi kecurangan sehingga calon 
kepala desanya mengalami kekalahan. Kericuhan yang terjadi pada saat 
pelaksanaan pilkades juga memperburuk pandangan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang. Selain itu, faktor kepribadian calon 
kepala desa juga turut mempengaruhi pandangan negatif masyarakat. Hal ini 
diperkuat dengan hasil penelitian dari Gosango (2013) bahwa secara umum 
rendahnya partisipasi masyarakat tersebut dipengaruhi oleh ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap kinerja Kepala desa incumbent, hal ini disebabkan oleh sikap 
dan perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga 
masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak membawa pengaruh yang 
besar bagi kehidupan mereka. 
Pandangan positif terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa 
Gumpang adalah pengalaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemilihan 
kepala desa telah meningkat. Kedua pandangan positif tersebut membantu 
kelancaran penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang. Pelaksanaan pilkades di 
Desa Gumpang berjalan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hal ini 
seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 
bahwa pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil. Diperkuat oleh Janwadri (2013) dalam penelitiannya bahwa proses pemilihan 
Kepala Desa Tanjung Nanga periode 2011-2017 berjalan dengan lancar dan 
demokratis sesuai dengan Perda Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 
2008. 
 
3.4  Kendala dan Solusi dalam Penyelenggaraan Pesta Demokrasi Pemilihan 
Kepala Desa di Desa Gumpang 
Penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang mulai dari proses persiapan, 
pendaftaran, pelaksanaan, dan pengumuman pemenang pilkades tidak mengalami 
kendala. Hal ini didukung dengan tetap terjaganya kondisi masyarakat Desa 
Gumpang yang tetap dalam situasi kondusif. Hal penelitian ini bertentangan 
dengan hasil penelitian dari Janwadri (2013) bahwa proses pemilihan Kepala Desa 
Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau periode 2011-
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2017 tidak terlepas dari beberapa masalah, antara lain sumber daya manusia, 
waktu, dan dana. Masalah sumber daya manusia yang dimaksud adalah kurangnya 
calon Kepala Desa dengan latar belakang pendidikan tinggi (sarjana), serta panitia 
pemilihan juga berlatar belakang pendidikan rendah.  
Sementara permasalahan pemilihan kepala desa berdasarkan hasil 
penelitian dari Rohmawati (2013) menunjukkan dinamika pemilihan Kepala Desa 
Masin ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan 
Kepala Desa Masin adalah kurang demokratis, karena hal tersebut terjadi ada 
indikasi money politics dan adanya penggunaan kekuatan-kekuatan lain yang 
sifatnya supranatural. Halili (2009) dalam penelitiannya menyatakan politik uang 
dalam pilkades berlangsung: a) dengan cara membeli ratusan kartu suara yang 
disinyalir sebagai pendukung calon Kades lawan dengan harga yang sangat mahal 
oleh panitia penyelenggara, b) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung 
kepada masyarakat untuk membagikan uang, c) serangan fajar, dan d) 
penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon 
Kepala Desa, yaitu bandar/ pemain judi.  
Money politic disebabkan karena penegakan hukum tidak berjalan dan 
masyarakat juga belum punya kesadaran untuk hidup berdemokrasi secara baik. 
Seharusnya masyarakat semakin cerdas dan menyadari bahwa bahwa politik uang 
itu merupakan tindakan penyimpangan dari demokrasi dan sangat menciderai citra 
demokrasi. Pemberian sesuatu pada saat kampanye dan menjelang hari H 
pemungutan suara kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka 
mengikuti keinginan orang yang memiliki kepentingan tersebut harus dicegah dan 
dihindari dan pemerintah berkewajiban memberikan edukasi dan 
mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat Indonesia agar dapat mencetak 
dan menghasilkan kader-kader pemimpin bangsa yang tangguh dan mampu 
menghadapi segala tantangan di masa yang akan datang. 
 
4. PENUTUP 
Pada penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang diawali dengan 
sosialisasi pengumuman akan adanya Pilkades Desa Gumpang. Pada kegiatan 
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sosialisasi tersebut juga menginformasikan tentang waktu pendaftaran dan seleksi, 
tempat pendaftaran dan seleksi, serta persyaratan-persyaratan yang harus 
dilengkapi dalam pendaftaran calon kepala desa. Sosialisasi juga dilakukan 
dengan pemasangan pengumuman di tempat-tempat umum dan membuat 
selebaran-selebaran yang diedarkan dalam forum-forum tingkat RT dan juga RW. 
Bakal calon kepala desa juga telah melakukan sosialisasi politik agar dapat 
mengenal calon kepala desa yang dipilih. 
Persyaratan pemilihan kepala desa di Desa Gumpang mengacu pada Perda 
No 10 Tahun 2015 dan Perbub No 22 tahun 2016. Panitia Pilkades Desa 
Gumpang juga membuat pengumuman persyaratan yang harus dipenuhi bagi 
warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon 
Kepala Desa dalam Pengumuman Nomor 02.SK/PanPilKaDes/X/2016. Ketentuan 
yang ditambahkan oleh panitia adalah adanya persyaratan bahwa bakal calon 
harus sudah berdomisili di Desa Gumpang. 
Pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi 
pemilihan kepala desa di Desa Gumpang ditanggapi dengan pandangan positif dan 
negatif. Tanggapan negatif dari pemilihan kepala desa rata-rata berasal dari 
kelompok-kelompok masyarakat yang calon kepala desanya kalah yang 
menganggap bahwa proses pilkades telah terjadi kecurangan sehingga calon 
kepala desanya mengalami kekalahan. Kericuhan yang terjadi pada saat 
pelaksanaan pilkades juga memperburuk pandangan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang. Selain itu, faktor kepribadian calon 
kepala desa juga turut mempengaruhi pandangan negatif masyarakat. Pandangan 
positifnya adalah pengalaman dan kesadaran masyarakat terhadap pemilihan 
kepala desa telah meningkat. Kedua pandangan positif tersebut membantu 
kelancaran penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang. Pelaksanaan pilkades di 
Desa Gumpang berjalan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. 
Penyelenggaraan pilkades di Desa Gumpang mulai dari proses persiapan, 
pendaftaran, pelaksanaan, dan pengumuman pemenang pilkades tidak mengalami 
kendala. Hal ini didukung dengan tetap terjaganya kondisi masyarakat Desa 
Gumpang yang tetap dalam situasi kondusif. 
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Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi 
masyarakat, hendaknya diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan ikut menjadi 
panitia dalam pemilihan kepala desa, 2) Pemerintah desa, perangkat desa dan 
pihak terkait harus memberikan sosialisasi rutin terhadap masyarakat desa secara 
menyeluruh agar seluruh lapisan/kalangan dapat memahami makna pentingnya 
keikutsertaan dalam pemilihan kepala desa serta dapat terjalin komunikasi yang 
baik antara pemerintah desa/ perangkat desa dengan masyarakat, 3) Calon kepala 
desa yang akan mengikuti pilkades selanjutnya hendaknya dapat menjalin 
hubungan baik dengan masyarakat desa sehingga mereka dapat menilai dan 
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